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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 pada pasal 
10 huruf (k) salah satu penyediaan tanah  utuk kepentingan umum yaitu untuk 
tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah. 
Pemakaman merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat karena pada hakikatnya setiap manusia yang hidup di dunia ini akan 
membutuhkan pemakaman sebagai tempat terakhirnya, sehingga setiap daerah 
perlu adanya tempat pemakaman. Terkait dengan hal ini Pemerintah Kota 
Sukabumi juga memiliki kewajiban yang sama dalam penyediaan tempat untuk 
pemakaman. Tempat pemakaman umun di Kota Sukabumi dikelola oleh UPT 
Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.  
Tabel 1.1 
Daftar Tempat Pemakaman Umum yang Dikelola UPT Pemakaman 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi 
No 
NAMA TPU 
LUAS 
LAHAN LOKASI 
LAHAN YANG 
SUDAH TERPAKAI 
MUSLIM M2 VOLUME SATUAN 
1. 
TPU Taman 
Bahagia 11.900,00 
Kelurahan 
Benteng 10.529,00 M
2
 
2. 
TPU Taman 
Rahmat 31.350,00 
Kelurahan 
Citamiang 24.588,50 M
2
 
3. TPU Binong 8.800,00 Desa Parungseah 8.640,00 M
2
 
4. 
TPU Khusnul 
Khotimah 9.900,00 
Kelurahan 
Cibereum          14,00  M
2
 
2 
 
 
No NON MUSLIM M
2
 LOKASI VOLUME SATUAN 
1. TPU Cikundul 230.000,00 
Kelurahan 
Cikundul 124.632,00 M
2
 
2. TPU Kerkhof 53.890,00 
Kelurahan 
Citamiang 26.610,70 M
2
 
Sumber: UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2017. 
 Berdasarkan data diatas terdapat enam pemakaman yang dikelola oleh 
UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dengan 
diberlakukannya retribusi, namun pada TPU Khusnul Khotimah retribusi tersebut 
belum berlaku, yang disebabkan TPU tersebut dikhususkan untuk pemakaman 
PNS sehingga hanya lima tempat pemakaman umum yang didiberlakukan 
penarikan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.  
       Gambar 1.1             Gambar 1.2 
TPU Taman Bahagia            TPU Binong 
 
  
 
 
Gambar 1.3            Gambar 1.4 
TPU Khusnul Khotimah               TPU Taman Rohmat  
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Gambar 1.5        Gambar 1.6 
      TPU Kerkhof               TPU Cikundul  
  
Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
pribadi atau badan. Retribusi yang dihasilkan dari retribusi pelayanan pemakaman 
dan pengabuan mayat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) 
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan umum pemerintah daerah.  
Dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal 
1 retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pungutan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi kepada seluruh pemakai jasa 
penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Untuk 
penagihannya menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang dalam 
waktu pertiga tahun dengan jumlah nominal yang telah ditentukan dan 
disesuaikan dengan jumlah luas tanah yang digunakan.  
Namun kurangnya proses penyaluran komunikasi berupa sosialisasi yang 
dilakukan mengenai Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012 
antara pihak pemerintah dan masyarakat sebagai ahli waris menyebabkan tidak 
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meratanya pengetahuan mengenai adanya  peraturan tentang retribusi pelayanan 
pemakaman dan pengabuan mayat. Hal tersebut berdampak kepada  jumlah 
pendapatan retribusi sewa ulang tanah. 
Tabel 1.2 
Data Rekapitulasi Pendapatan Tarif Retribusi Tahun 2018 
NO JENIS RETRIBUSI TARGET PENCAPAIAN 
2018 2018 
1. 
Pelayanan 
penguburan/pemakaman 
23.003.000 28.125.000 
2. 
Sewa ulang  tanah 
pemakaman 
13.250.000 13.287.500 
     Sumber : UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi 
 Berdasarkan tabel 1.2 jumlah pendapatan retribusi pada tahun 2018 untuk 
retribusi pelayanan penguburan sudah mencapai target yang diinginkan. Namun 
pendapatan pada retribusi sewa ulang tanah meskipun sudah mencapai target 
tetapi masih dapat dikatakan belum optimal ketika masih adanya ahli waris yang 
belum membayar retribusi sewa ulang tanah.. 
Tabel 1.3  
Data Pelayanan Penguburan Tahun 2015 
NO 
TEMPAT 
PEMAKAMAN 
UMUM 
JUMLAH 
PELAYANAN 
PENGUBURAN 
TARIF SEWA 
TANAH 
UNTUK 
PEMAKAMAN 
JUMLAH 
1. Muslim 144 x Luas tanah Rp. 100.00 Rp. 14.400.000 
2. Non muslim 78 x Luas tanah Rp. 187.000 Rp. 14.586.000 
TOTAL   Rp. 28.986.000 
Sumber : UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi 
 Berdasarkan tabel 1.3 jumlah pendapatan yang dihasilkan dari 
pelayanan penguburan sebesar Rp. 28.986.000 yang dapat dijadikan patokan 
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perhitungan target sewa ulang tanah pada tiga tahun kedepan yaitu ditahun 2018. 
Namun hasil yang didapat dari retribusi sewa ulang tanah ditahun 2018 
berdasarkan tabel 1.2 sebesar  Rp. 13.287.500 yang mencapai 55% dari 100% hal 
tersebut selain dari kurangnya pengetahuan ahli waris tentang adanya Peraturan 
Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012, juga kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang kewajibannya untuk membayar tarif retribusi sewa ulang 
tanah. Sedangkan untuk sewa ulang tanah sebesar Rp. 50.000/m/3 tahun yang 
disesuaikan dengan jumlah luas tanah yang digunakan untuk pemakaman 
termasuk kedalam pendapatan asli daerah dari retribusi. Dalam proses penarikan 
retribusi staf  yang bertanggung jawab atas retibusi berjumlah satu orang untuk 
melakukan penagihan disetiap tempat pemakaman yang dikelola oleh UPT 
Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dari jumlah keseluruhan 
jumlah staf 7 orang. Untuk pembayarannya sendiri ahli waris dapat langsung 
melakukan pembayaran di UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Sukabumi, namun dalam hal ini belum tersedianya loket khusus untuk dijadikan 
sebagai tempat pelayanan pembayaran sewa ulang tanah. 
Tabel 1.4 
Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
Sumber : Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012. 
NO 
TEMPAT 
PEMAKAMAN 
UMUM 
TARIF 
PELAYANAN 
PENGUBURAN  
TARIF SEWA 
TANAH UNTUK 
PEMAKAMAN 
1. Bagi muslim Rp. 285.000 Rp. 50.000/m
2/
3 Tahun 
2. Bagi non muslim Rp. 328.000 Rp. 50.000/m
2
/3 Tahun 
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Berdasarkan tabel 1.4 untuk biaya tarif pelayanan penguburan tidak 
termasuk kedalam kas daerah karena tarif tersebut digunakan untuk pembiayaan 
keperluan peralatan ataupun perlengkapan pemakaman.  Hal ini dijelaskan dalam 
penjelasan umum Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012. 
Dengan hal tersebut menyebabkan adanya pemungutan tarif pelayanan 
penguburan yang tidak sesuai dengan tarif yang sebenarnya yang ada dalam 
peraturan. Selain itu sikap dari UPT Pemakaman juga kurang tegas mengenai 
pembebasan tarif retribusi di TPU Khusnul Khotimah.  
Dalam pelayanan penguburan haruslah melewati prosedur dengan mengisi 
surat permohonan penguburan dengan menyertakan persyaratan-persyaratan yang 
telah ditentukan seperti fotocopy kartu keluarga (KK) ahli waris dan almarhum, 
fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) ahli waris dan almarhum serta menyertakan 
surat keterangan/pengantar dari RT,RW,Kelurahan dan Rumah Sakit.  
 
Sumber : Data Penelitian 2019 
Gambar 1.7 
Prosedur Pelayanan UPT Pemakaman 
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Semua dokumen administrasi yang harus dikumpulkan tersebut dijadikan 
data yang berguna untuk menghubungi pihak ahli waris pada saat melakukan 
pemberitahuan untuk melakukan retribusi sewa ulang tanah. Namun pada 
pelaksanaannya masih terdapat ahli waris yang tidak mengumpulkan persyaratan 
tersebut pada saat akan melakukan penguburan. 
Berdasarkan observasi awal peneliti melihat adanya fenomena masalah 
yaitu : 
1. Komunikasi yang belum optimal 
Proses penyaluran komunikasi (transmisi) yang belum optimal, seperti 
kurangnya sosialiasi mengenai Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 
Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan 
mayat. 
2. Sumber daya  
a. Kurangnya sumber daya manusia yang bertugas sebagai staf retribusi 
sewa ulang tanah yang  hanya berjumlah satu orang untuk melakukan 
penarikan disemua tempat pemakaman yang dikelolah oleh UPT 
Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. 
b. Fasilitas kurang lengkap dengan belum adanya tampat atau loket 
khusus untuk pembayaran retribusi, hal ini terlihat dari masih 
bergabungnya tempat pembayaran retribusi dengan staf yang lainnya. 
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3. Disposisi atau sikap pelaksana 
Masih adanya staf lapangan yang memungut biaya tarif pelayanan 
penguburan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan  Daerah Kota 
Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012. 
4. Struktur Birokrasi 
Prosedur pelayanan UPT Pemakaman dalam bidang izin penguburan 
belum berjalan optimal dengan masih adanya ahli waris yang tidak 
mengumpulkan dokumen sebagai persyaratan pada saat akan melakukan 
penguburan. 
Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan 
kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota 
Sukabumi dengan masih adanya yang belum sesuai dengan Peraturan Daearah 
Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012, oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
mengangkat permasalahan terkait “Implementasi Kebijakan Retribusi 
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Sukabumi”. 
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1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian 
1.2.1 Fokus Masalah 
Fokus masalah penelitian ini mengenai bagaimana implementasi kebijakan 
tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi 
serta menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. 
 
1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian 
a. Bagaimana implementasi kebijakan tentang retribusi pelayanan 
pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi? 
b. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan 
tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota 
Sukabumi? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang retribusi pelayanan 
pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi. 
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mengenai 
implementasi kebijakan tentang retribusi pelayanan pemakaman dan 
pengabuan mayat di Kota Sukabumi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.4.1 Aspek Teoritis 
a. Secara teoritis merupakan pengembangan keilmuan yang telah 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan tentang implementasi 
kebijakan. 
b. Secara akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu implementasi 
kebijakan untuk pengembangan keilmuan. 
1.4.2 Aspek praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta 
saran yang positif bagi UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Sukabumi dalam retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 
 
